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Pasal 114 ayat (2) Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa â€œDalam hal perbuatan
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika
Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5
(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara
seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)â€•, akan tetapi masih banyak terdapat kasus tindak
pidana peredaran narkotika yang terjadi di wilayah provinsi Aceh.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskanfaktor penyebab meningkatnya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di
Aceh, untuk menjelaskanupaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika jenis
sabu-sabu dan untuk menjelaskanhambatan yang dialami oleh penyidik dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika
jenis sabu-sabu.
Metode yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara
membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai
responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab meningkatnya peredaran narkotika  ialah faktor wilayah, adanya para
penampung, kurangnya kesadaran akan hukuman yang berlaku, faktor ekonomi, serta faktor lingkungan dan masyarakat. Upaya
dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika ialahmelakukan pembinaan sumber daya dilingkungan direktorat narkoba
dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas, melakukan rehabilitasi  untuk merawat korban penyalahgunaan narkoba sehingga
diharapkan para korban dapat kembali ke lingkungaan masyarakat dan bekerja dengan layak. Hambatan yang dialami dalam
menanggulangi peredaran narkotika yaitu terkait dengan personil yang dianggap cukup skill (keahlian) yang secara khusus
menangani tindak pidana penyalahgunaan psikotropika hanya sebatas pada anggota Unit satuan narkoba, sehingga dalam hal ini
pihak Kepolisian Daerah Aceh melakukan pelatihan atau program pendidikan kepada personilnya, kurangnya tanggapan masyarakat
untuk melapor apabila telah terjadi tindak pidana narkotika hal ini karena masyarakat takut apabila dijadikan saksi ataupun merasa
takut apabila si tersangka atau terdakwa mengetahui bahwa dia yang melaporkan tersangka atau terdakwa tersebut bisa jadi
tersangka atau terdakwa tersebut dendam kepada masyarakat yang melaporkan tersebut. 
Disarankan kepada pihak Kepolisian melakukan pelatihan kepada para personilnya terkait dengan tindak pidana narkotika sehingga
para personilnya bisa bekerja dengan maksimal dalam menangani tindak pidana peredaran narkotika,  melakukan sosialisasi
mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memberikan penjelasan bahwa masyarakat yang
melaporkan adanya tindak pidana narkotika maka identitas dari masyarakat tersebut akan di rahasiakan.
